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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial 

yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam 

menyelenggarakan roda pemerintah. Otonomi daerah di Indonesia mulai 

diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu 

untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung 

pembiayaan pengeluaran daerah serta dengan diberlakukannya otonomi daerah 

tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 

sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang “pokok-pokok 

pemerintahan daerah”, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas : 

1. Pendapatan Pajak Daerah 

2. Pendapatan Retribusi Daerah 

3. Pendapatan Bagian Laba BUMN dan Investasi lainnya 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti atas UU nomor 25 Tahun 1999 

“Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah” menetapkan bahwa 

penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan 

daerah dan pembiayaan pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok 

sebagaimana di bawah ini: 
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1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh 

daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan 

retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam 

daerah dan dapat di kembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dan setiap 

daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan 

menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat 

di daerahnya masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan 

dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa 

mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah 

pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya 

sendiri (Siahaan, M.P, 2010) 

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, 

pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman 

daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. (Suparmoko, 2001:55) 
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Dengan otonomi daerah akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam 

bidang administrasi dan ekonomi yang dapat dilakukan. Karena banyak 

pemerintah daerah yang sifatnya otonom, akan banyak pula cara dan sistem 

administrasi maupun ekonomi yang berbeda-beda yang diterapkan pada daerah 

yang berbeda. Akibatnya seperti banyak eksperimen dan tentu ada pula yang 

gagal. Suatu keberhasilan atau kegagalan merupakan suatu inovasi yang nantinya 

dapat ditiru oleh daerah-daerah lain yang juga ingin mendapatkan keberhasilan 

tentunya dengan mengingat kondisi daerah masing-masing. 

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki 

faktor-faktor penunjang diantaranya manusia sebagai pelaksana, maka 

pelaksanaan kegiatan harus lebih baik, keuangan harus cukup dan baik, 

peralatannya pun harus cukup dan baik serta organisasi manajemennya harus baik. 

Dengan melihat hal tersebut, salah satu faktor yang memegang peranan sangat 

penting adalah faktor keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan 

pembangnan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan keuangan (dana) 

yang baik pula. Keuangan merupakan salah satu syarat kelancaran pelaksanaan 

pembangunan. Kemampuan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana daerah 

dapat membiayai pembangunan dan pemerintahannya yang menjadi urusan rumah 

tangganya sendiri. 

Suatu kenyataan bahwa sumber pendapatan tidak semuanya diberikan pada 

daerah, oleh karena itu maka setiap daerah berkewajiban untuk menggali sumber 

pendapatannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Salah satu yang termasuk pendapatan daerah adalah pajak daerah, beberapa 
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diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, 

pajak penerangan jalan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, 

dan pajak air bawah tanah. 

Pajak Hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan 

pemerintah kota untuk pembiayaan pembangunan. Betapa tidak, Kota Bandung 

yang merupakan salah satu kota wisata saat ini yang dimana terdapat banyaknya 

tempat hiburan seperti mall, tempat karaoke, tempat tontonan film bioskop, klub 

malam, saung angklung ujo, pagelaran seni dan sebagainya. Dengan adanya 

fenomena ini seharusnya bisa menjadikan pajak hiburan sebagai sumber 

penerimaan daerah yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. 

Namun kenyataannya yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak Kota 

Bandung dari tahun 2008 sampai 2012 bahwa pajak hiburan tidak begitu 

berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Hal ini dapat 

dilihat dari tabel di bawah ini : 

Tabel 1.1 

Persentasi Penerimaan Pajak Kota Bandung 

Tahun 2008-2012 

Janis Pajak 2008 2009 2010 2011 2012 
Hotel 29,7% 25,3% 29,0% 16,8% 17,4% 
Restoran 26,2% 23,1% 24,3% 12,9% 11,9% 
Hiburan 9,3% 15,8% 8,8% 4,7% 4,1% 
Reklame 9,1% 11,4% 3,8% 2,3% 2,3% 
Penerangan Jalan 23,2% 22,6% 32,1% 16,4% 14,5% 
Parkir 2,4% 1,7% 1,9% 0,9% 2,4% 
Tanah & Bangunan - - - 45,7% 47,0% 
Air Bawah Tanah - - - 0,4% 0,4% 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 
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Merujuk kepada informasi tabel tersebut, khusus untuk tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2009 pajak tanah dan bangunan dan air bawah tanah datanya tidak 

tersedia. Pajak hiburan dapat dikatakan mengalami penurunan, karena hanya satu 

tahun yang mengalami kenaikan yaitu tahun 2009. Hal ini tidak sebanding dengan 

maraknya pendirian tempat-tempat hiuburan di kota Bandung. Seharusnya pajak 

hiburan memiliki peran yang cukup penting terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandung, mengingat Bandung merupakan kota wisata yang memiliki 

potensi. Kurang berpengaruhnya pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandung bisa saja di karenakan pengelolaan pajak hiburan yang kurang 

profesional, kurangnya pemasaran tempat-tempat hiburan, serta pemungutan 

pajak yang tidak sesuai. Persentase dari target dan pencapaian atas pajak hiburan 

dari tahun 2008 sampai 2010 dapat kita lihat di bawah ini :  

Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung Tahun 
2008 sampai 2012 

 

Tahun Target 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Pencapaian 
(%) 

2008 15.580.532.190 20.181.782.568 129,53 
2009 23.134.992.974 45.216.872.298 195,45 
2010  25.000.000.000 26.747.603.927 106,99 
2011 28.000.000.000 31.019.515.619 110,78 
2012 33.000.000.000 33.856.025.207 102,59 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 

 
Dari tabel 1.2 di atas terlihat dalam persentase pencapaian mengalami naik 

turun dari tahun 2008 sampai tahun 2012, dan realisasi pajak hiburan pun sempat 

mengalami naik turun. namun pendapatan yang berasal dari pajak daerah tercatat 
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dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini 

Tabel 1.3 

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 
Anggaran 2008 sampai 2012 

 

Tahun Pajak Daerah 
(Rp) 

Retribusi Daerah 
(Rp) 

Pengelolaan 
Kekayaan 

Daerah yang 
Dipisahkan 

(Rp) 

Lain-lain PAD 
yang sah 

(Rp) 

2008 185.306.618.276 74.339.201.289 - 9.600.341.825 
2009 272.664.041.773 77.170.447.766 - 22.589.480.849 
2010 302.378.839.983 84.955.499.382 14.852.163.728 38.145.055.909 
2011 665.854.660.260 79.702.575.533 10.168.969.381 47.937.308.311 
2012 820.484.823.396 86.503.573.547 7.084.367.446 87.733.599.725 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 

 
Efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak hiburan menggambarkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak hiburan yang 

direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi  

rill daerah.  

Pemerintah Kota Bandung mencanangkan ‘Kota Bandung Mantap Seni 

Budaya dan Tujuan Wisata Tahun 2013’ dengan indikator sebagai berikut: 

1. Banyaknya pagelaran seni dan event seni budaya secara periodik dan 

berkesinambungan. 

2.  Jumlah lingkung seni dan pelaku seni, serta komunitas seni budaya yang telah 

mendapat legalisasi. 

3.  Jumlah kreator Seni dan Budaya. 

4.  Banyaknya apresiator Seni dan Budaya. 
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5. Jumlah nilai-nilai peninggalan budaya yang terlestarikan 

6.  Terselenggaranya anugrah seni dan budaya secara berkesinambungan 

Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri, realitas yang ada menunjukkan 

pengelolaan dan pengembangan produk wisata Kota Bandung dirasakan belum 

optimal bahkan terkesan intensitasnya sangat minim. Permasalahan seperti: 

kurang tertatanya sentra atau zona aktivitas dan fasilitas (belanja dan 

jajanan/makanan khas) yang berakibat kemacetan jalan pada hari-hari libur, belum 

tersedianya sarana informasi dan interpretasi terhadap atraksi-atraksi wisata (alam, 

heritage, buatan manusia). Belum optimalnya pengelolaan potensi produk wisata 

Kota Bandung harus menjadi titik awal perbaikan semua lini dan sektor terkait 

untuk mampu menambah kualitas pengalaman berwisata; belum tersedianya 

sarana dan prasarana berskala besar. Fakta-fakta kasat mata (tangible) lainnya 

yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan kepariwisataan seperti 

kurangnya kerapihan, kebersihan (higenitas), ketidaktertiban dan lain-lain; 

terminal udara, terminal angkutan darat, stasiun kereta api, belum mencerminkan 

sebagai pintu gerbang yang bercitra positif, merupakan sebagian kecil 

permasalahan kepariwisataan yang dihadapi Kota Bandung. Hal ini membutuhkan 

upaya nyata dalam bentuk optimalisasi manajemen potensi produk wisata Kota 

Bandung, baik pada tahapan perencanaan, analisis hingga implementasi dan 

pengendaliannya secara terpadu (integrated), satu kesatuan (unified) dan bersifat 

menyeluruh (comprehensive) sehingga potensi wisata sebagai produk kolektif 

dapat lebih  meningkatkan kemampuan Kota Bandung sebagai destinasi wisata 



8 

 

unggulan dan meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata bagi PAD Kota 

Bandung. 

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada 

orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang 

wewenang pemungutannya dilaksanan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul : 

“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TERHADAP 

PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian proposal ini, penulis mengidentifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar pengaruh penerimaan pajak 

hiburan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2008 sampai 2012. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data, menganalisis, dan 

memperoleh informasi yang digunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini. 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
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penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2008 sampai 

2012. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang didapat dari 

pemelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi penulis 

• Hasil penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan wawasan dalam 

bidang perpajakan, khususnya mengenai pengaruhnya pemungutan pajak 

hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2008 sampai 

2012. 

• Selain itu penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian 

sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

2. Bagi Pihak Instalasi 

Hasil Penelitian ini dapat diharapkan dapat bermanfaat bagi dinas pendapatan 

daerah Kota Bandung mengenai keberadaan sektor pajak hiburan yang sangat 

potensial untuk dipungut. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pihak-pihak yang memerlukannya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam 

penyusunan skripsi khususnya bagi mahasiswa akuntansi Universitas 
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Widyatama dan memperluas wawasan barhubungan dengan masalah yang 

dibahas oleh peneliti 

4. Bagi Pihak-pihak lain 

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan informasi atau sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 
 Bagian yang diteliti 
 Bagian yang tidak diteliti 
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Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang penerimaan daerah dan 

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah adalah perwujudan atas penyelenggara otonomi 

daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada 

daerah yang secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh 

peraturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang 

berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka 

memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan peraturan No. 08 Tahun 2010 pasal (1) tentang pengertian hiburan 

dan penyelenggara hiburan adalah sebagai berikut : 

1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik 

untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang 

menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan. 

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan dan 

pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya 

tersebut, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup 

dan memadai, karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan 

biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan 

pembangunan daerah tersebut adalah dari Pendapatan Asli Daerah. 

Berdasarkan kewenangan, pajak dapat di bedakan sebagai pajak pusat dan 

pajak daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di atur 
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dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah adalah Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Provinsi 

dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten/Kota (Saraswaty, 

Rista, 2001:11)  

Salah satu sumber dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Upaya 

dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak  daerah adalah mengefektifkan 

sektor pendapatan yang salah satunya merupakan pajak hiburan. Dengan 

efektifnya pengelolaan pajak hiburan, maka dihasilkan pendapatan yang 

maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak 

daerah. Sehingga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dan dapat membiayai 

pembangunan daerah secara maksimal. 

Untuk menilai keberhasilan pajak daerah, tolak ukur tersebut dikaitkan 

dengan hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan, dan 

kecocokan sebagai sumber pendapatan daerah. Maka hasil pemungutan pajak 

tersebut apakah cukup memadai dalam kaitannya dengan pelayanan jasa yang 

diberikan pemerintah. Demikian pula harus diperkirakan dampak pajak tersebut 

terhadap timbulnya kenaikan harga atau infalsi, pertumbuhan penduduk, serta 

apakah hasil atau pendapatan dari pajak yang bersangkutan sebanding dengan 

biaya pemungutannya (Nick Devas, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, 

dan Roy Kelly, 1989:58-90). 

Walaupun otonomi daerah diartikan sebagai pemberian hak dan wewenang 

kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri daerahnya berdasarkan atas 

prakarsa daerah sendriri, namun untuk berbagai macam pajak daerah pemerintah 
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pusat masih turut campur dalam penentuan tinggi rendahnya tarif untuk masing-

masing jenis pajak daerah (Suparmoko, 2001:61). 

Obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dan subyek pajak 
hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menatap atau menikmati 
hiburan. Dan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi sebagai dasar pajak 
hiburan adalah jumlah pembayaran untuk menonton dan atau menikmati 
hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari jumlah 
nilai pembayaran (dasar pajak), (Suparmoko, 2001:66-67). 
 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Menurut Suhartini Arikunto (2006:71), hipotesis sebagai “suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul”. 

Adapun hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah : 

( ): : Terdapat pengaruh antara besarnya jumlah penerimaan pajak 

hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

1.7 Metodologi Penelitian 

Menurut kamus Webster’s New Internasional, “Penelitian adalah 

penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, 

suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu”. 

Menurut Woody (1927), 

Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga 
merupakan sebuah pemikiran kritis (critical thinking). Penelitian meliputi 
pemberian definiasi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan 
hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-
kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan unuk 
menentukan apakah ia cocok dengan hipotesis. 
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Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan tujuan dapat menerangkan atau mendeskripsikan juga menginterpretasi 

secara tepat variabel yang diteliti. Menurut Moh. Nazir (1999:63) metode 

deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada 

masyarakat sekarang”. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi 

atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengatasi fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, hal ini sama dengan metode 

deskriptif bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi 

tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan purposive sampling, teknik ini digunakan sesuai dengan 

tujuan tertentu yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2001:78) sebagai berikut: “Sampling purposive 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Adapun yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan PAD 

Dispenda Kota Bandung untuk sektor Pajak Hiburan. 

 

1.8 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan di Dinas 

Pendapatan Kota Bandung, Jalan Wastukencana No.2 Bandung. Adapun waktu 

dan lamanya penelitian dimulai dari bulan Juli 2013 sampai dengan selesai. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak 

Pengertian pajak secara umum menurut pendapat para ahli yang dikutip oleh 

buku Dr. Diana Sari., S.E., M.Si., Ak., QIA (2013:33), adalah sebagai berikut. 

Menurut Prof. Dr. P.J.A Andiani, mengungkapkan bahwa: 

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 
(Undang Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 
dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – 
pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggaran 
pemerintahan. 
 
Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, mengungkapkan bahwa,  

“Pajak adalah Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang 

merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.” 

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata cara Perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-Undang, 

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Dari berbagai definisi tersebut tersebut, dapat di tarik simpulan tentang ciri-

ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 

a. Adanya iuran masyarakat kepada Negara 
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b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 

c. Pemungutan pajak dapat dipaksakan 

d. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat 

ditunjukkan secara langsung. 

e. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah. 

f. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan. 

2.1.2 Dasar Hukum Pajak 

Negara kita telah menempatkan landasan pemungutan pajaknya dalam pasal 

23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut, “Segala 

pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”. Penjelasannya: 

Betapa cara rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja 

buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantaraan dewan 

perwakilannya. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk 

menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban 

kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-

undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

2.1.3 Pengelompokkan Pajak  

Menurut Erly Suandi (2004:40) pajak dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Menurut kewenangan lembaga pajak dibagi menjadi: 
1. Pajak Pusat adalah pemungutan pajak untuk mengisi keuangan 

pemerintah pusat dan pengelolaannya oleh lembaga pemerintah pusat. 
Yang termasuk ke dalam golongan pajak pusat adalah: 
• Pajak Penghasilan (PPh) 
• Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah 

(PPN dan PPnBM) 
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
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2. Pajak Daerah adalah hasil pemungutan pajak untuk mengisi keuangan 
pemerintahan daerah dan pengelolaannya oleh lembaga pemerintahan daerah. 
Yang termasuk Pajak Daerah adalah: 
• Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), yaitu : 

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di 

Atas Air  
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan 
• Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya), yaitu: 

- Pajak Hotel 
- Pajak Restoran 
- Pajak Hiburan 
- Pajak Reklame 
- Pajak Penerangan Jalan Umum 
- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian C 
- Pajak Parkir 
- Pajak Sarang Burung Walet 
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  

b. Berdasarkan Sifatnya pajak dibagi menjadi dua: 
1. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya 

dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya 
dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak  

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, 
yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau 
peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. 

c. Menurut Pembebanannya pajak dibagi menjadi dua yaitu: 
1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung di bayar atau dipikul oleh 

wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut 
pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain 
serta dipungut secara berkala (periodik). Contoh : PPh, PBB 

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu 
peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak 
bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat 
melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak 
mempergunakan surat ketetapan pajak. Contoh : PPN dan PPnBM, Bea 
Materai. 
 

2.1.4 Fungsi Pajak 

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan fungsi 

pengaturan (Regular). Penjelasan kedua fungsi pajak ini akan diuraikan secara 

berturut-turut sebagai berikut. 
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a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak mempunyai fungsi budgeter artinya pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut 

ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak 

melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. 

b. Fungsi Mengatur (regular) 

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, 

dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak 

Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus 

memenuhi persyaratan yaitu: 

1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakini mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikam 

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya 

yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan 
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keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 

Pengadikan Pajak. 

2. Efisiensi Ekonomik 

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak menggangu 

kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa, 

sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Sasaran 

utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil 

sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang terbatas, tidak saja menyangkut 

barang dan jasa yang merupakan unsur-unsur Produk Nasional Bruto, tetapi 

juga nilai-nilai yang tidak berwujud yang mempunyai kualitas kehidupan dan 

kepentingan orang banyak. 

3. Efisiensi Fiskal  

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan 

sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurursan pajak 

tersebut. 

4. Kesederhanaan 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

5. Kepastian Hukum 
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Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur pokok pemungutan 

pajak yang harus saling terkait satu sama lainnya, yaitu : 

1. Kebijakan Pajak (Tax Policies) 

Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit. Dalam arti luas 

kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, 

kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan 

pajak dan pengeluaran belanja negara. 

2. Undang-undang Pajak (Tax Laws) 

Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan, kewenangan pemerintah 

untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada 

masyarakat melalui kas negara. 

3. Administrasi Pajak (Tax Administration) 

Administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan organisasi atau 

kelembagaan. 

Ada 2 sistem pemungutan pajak : 

1. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) 

besarnya pajak yang terhutang yang harus di bayar oleh Wajib Pajak. 
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2. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) sendiri 

besarnya pajak yang teruang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Self assessment ini dalam 

pelaksanaannya didukung oleh Holding System yaitu suatu sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan 

fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan 

(menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. 

 

2.2 Pajak Daerah 

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara 

lain: 

1. Daerah Otonom 

Selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pajak Daerah 

Yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 

orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

3. Badan 

Adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, 

Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi masal, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, 

lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya. 

4. Subjek Pajak 

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah. 

5. Wajib Pajak 

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak 

tertentu. 

Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah tingkat I dan 

pajak daerah tingkat II : 

1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) 

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang 

dapat dipungut oleh daerah tingkat I antara lain : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 
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b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) 

Sedangkan menurut UU No.28 tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah 

yang dapat dipungut oleh daerah tingkat II, antara lain : 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Sarang Burung Walet; 

i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

2.2.1 Dasar Hukum Perpajakan Daerah 

Seperti yang dikutip dari Siahaan (2008) penetapan pajak dan retribusi 

sebagai sumber penerimaan daerah dari awal kemerdekaan Indonesia sampai saat 

ini dapat dilihat pada berbagai Undang-Undang di bawah ini: 

a. UU No.48 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah menetapkan pendapatan 

daearah adalah: 

1. Pajak Daerah, termasuk juga retribusi; 
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2. Hasil Perusahaan daerah; 

3. Pajak negara yang diserahkan kepada daerah; dan 

4. Pendapatan lain-lain, meliputi pinjaman, subsidi (sokongan), macam-

macam penjualan barang-barang milik daerah, penyewaan barang milik 

daearah, dan lain-lain. 

b. UU No.32 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara negara dengan 

daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri menetapkan 

yang menjadi pendapatan pokok dari daerah ada lima kelompok, yaitu: 

1. Pajak Daerah; 

2. Retribusi Daerah; 

3. Pendapatan yang diserahkan kepada daerah; 

4. Hasil perusahaan daearah; 

5. Dalam hal-hal tertentu kepada daerah dapat diberikan ganjaran, subsidi, 

dan sumbangan. 

c. UU No.18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah 

menetapkan sumber keuangan daerah adalah: 

1. Hasil perusahaan daerah dan sebagian hasil perusahaan Negara; 

2. Pajak Daerah; 

3. Retribusi Daerah; 

4. Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah; 

5. Bagian dari hasil pajak pemerintah pusat; 

6. Pinjaman; dan  

7. Lain-lain hasil usaha yang sesuai dengan kepribadian nasional. 
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d. UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah 

menetapkan bahwa sumber keuangan daerah adalah sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari : 

a) Hasil Pajak Daerah; 

b) Hasil Retribusi Daerah; 

c) Hasil Perusahaan Daerah; 

d) Lain-lain hasil usaha daerah yang sah. 

2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari : 

a) Sumbangan dari pemerintah; 

b) Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-

undangan; 

c) Lain-lain pendapatan yang sah. 

e. UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah menetapkan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah, khususnya 

asas desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan dari 

empat kelompok sebagaimana di bawah ini: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan yang diperoleh dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah yang berlaku, meliputi: 

a) Hasil pajak daerah; 

b) Hasil retribusi daerah; 
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c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, antara lain bagian laba, dividen dan penjualan saham 

milik daerah; serta 

d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, atara lain hasil penjualan aset 

tetap daerah dan jasa giro. 

2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

3. Pinjaman daerah, yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah 

menerima sejumlah uang atau manfaat bernilai uang dari pihak lain 

sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, 

tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam 

perdagangan. 

4. Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain hibah atau penerimaan dari 

daerah provinsi atau daerah Kabupaten/Kota lainnya, dana darurat, dan 

penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

f. UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 

menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi 

terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersunber 

dari tiga kelompok sebagaimana di bawah ini: 



27 

 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah 

dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, meliputi: 

a) Pajak Daerah; 

b) Retribusi Daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan 

Umum (BLU) daerah; 

c) Hasil pengolahan kekayaan yang dipisahkan, antara lain bagian laba 

dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan 

d) Lain-lain PAD yang sah. 

2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

3. Lain-lain pendapatan daearah yang sah. Sumber penerimaan daerah yang 

kedua, yaitu pembiayaan yang bersumber dari: 

a) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah; 

b) Penerimaan pinjaman daerah; 

c) Dana cadangan daerah; 

d) Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

2.2.2 Tarif-tarif Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota 

Besarnya tarif yang berlaku untuk pajak Kabupaten/Kota ditetapkan 

dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum 

yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Berdasarkan UU No.28 Tahun 

2009 ditentukan besarnya tarif pajak diantaranya: 
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1. Pajak Hotel dengan tarif 10% 

2. Pajak Restoran dengan tarif 10% 

3. Pajak Hiburan dengan tarif 35% 

4. Pajak Reklame dengan tarif 25% 

5. Pajak Penerangan Jalan dengan tarif 10% 

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dengan tarif 20% 

7. Pajak parkir dengan tarif 20% 

8. Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif 10% 

9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5% 

2.2.3 Kriteria Pemungutan Pajak Daerah 

Kebijakan pemungutan pajak daerah berdasarkan peraturan daerah, 

diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat, karena hal tersebut akan 

menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan 

perekonomian dan akan merugikan rakyat, dalam hal ini adalah wajib pajak, 

karena harus melakukan pembayaran berulang. Oleh sebab itu, pemerintah harus 

melakukan pembenahan mengenai regulasi terkait. Hal tersebut sebetulnya sudah 

diantisipasi dalam UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah sebagaimana diubah dalam UU No.34 Tahun 2000 dan diubah lagi 

menjadi UU No.28 tahun 2009, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang 

antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak 

pusat. Maka agar tidak salah memungut pajak dibutuhkan kriteria pemungutan 

pajak. Adapun kriteria pemungutan untuk pajak daerah Kabupaten/Kota menurut 

UU No.28 Tahun 2009 perpajakan yaitu sebagai berikut. 
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a. Bersifat pajak bukan retribusi; 

b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya 

melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum; 

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak 

pusat; 

e. Potensinya memadai; 

f. Tidak memberikan dampak ekomoni yang negatif; 

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan  

h. Menjaga kelestarian lingkungan. 

 

2.3 Pajak Hiburan 

2.3.1 Definisi Pajak Hiburan 

Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, 

“Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 

dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”. Dalam 

pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. 

Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:  

1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau 

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
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2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik 

atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 

tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan. 

3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu 

hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau 

menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali 

penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri 

untuk melakukan tugas pengawasan. 

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam 

bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta 

wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan 

serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama 

apapun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan 

penyelenggara hiburan. 

5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama 

dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, 

menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. 

6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang 

tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau 

pengunjung. 

2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan 

Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar 

hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak 
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yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada suatu kabupaten atau 

kota adalah sebagaimana di bawah ini:  

1. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

2. Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 

Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan. 

5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai 

aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada 

kabupaten/kota dimaksud. 

2.3.3 Objek Pajak Hiburan 

1. Objek pajak Hiburan 

Objek pajak Hiburan adalah Jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut 

bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi 

objek adalah: 

a. Tontonan film; 

b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana; 

c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

d. Pameran; 

e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

f. Sirkus, akrobat, dan sulap; 
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g. Permainan bilyar, golf, dan bowling; 

h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 

i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran; dan 

j. Pertandingan olahraga. 

2. Bukan Objek Pajak Hiburan 

Pada Pajak Hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang N0.28 tahun 2009 Pasal 42 ayat 3, 

penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dapat 

dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat 

diberikan terhadap penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, 

seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, 

dan kegiatan keagamaan. 

2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan 

Pada pajak hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak 

adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib 

pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan 

demikian, pada pajak hiburan subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana 

konsumen yang menikmati hiburan merupakan subjek pajak yang membayar 

(menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib 

pajak yang diberi kewenangan untuk memunggut pajak dari konsumen (subjek 

pajak). 
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2.3.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan 

2.3.5.1 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan 

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang 

seharusnya diterima oleh penyelnggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya 

diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada 

penerima jasa hiburan. 

2.3.5.2 Tarif Pajak Hiburan 

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan 

kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang 

sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. 

Oleh karena objek pajak hiburan meliputi berbagai jenis hiburan, pemerintah 

kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis 

hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis hiburan. Misalnya, suatu pemerintah 

daerah kota menetapkan besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan 

sebagaimana berikut ini: 

1. Tarif pajak untuk pertunjukan film bioskop ditetapkan : 

a. Golongan A. II Utama sebesar 15%; 

b. Golongan A. II sebesar 12,5%; 

c. Golongan A.I sebesar 12,5%; 

d. Golongan B. II sebesar 10%; 

e. Golongan B. I sebesar 10%; 

f. Golongan C sebesar 7,5%; 
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g. Golongan D sebesar 7,5%; dan 

h. Jenis keliling sebesar 5%. 

2. Tarif pajak untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, 

pameran seni, pemeran busana, konteks kecantikan ditetapkan 10%. 

3.  Tarif pajak untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tarif ditetapkan sebesar 

25%. 

4. Tarif pajak untuk diskotik, bar, dan pub ditetapkan sebesar 35%. 

5. Tarif pajak untuk karaoke, musik hidup, ruang musik, balai gita, dan 

sejenisnya ditetapkan sebesar 30% 

6. Tarif pajak untuk klub malam ditetapkan sebesar 35% 

7. Tarif pajak untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 10% 

8. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya untuk dewasa 

ditetapkan sebesar 25% dan untuk anak-anak ditetapkan sebesar 10% 

9. Tarif pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25% 

10. Tarif pajak untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% 

11. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 12,5% 

12. Tarif pajak untuk permainan bowling ditetapkan sebesar 15% 

13. Tarif pajak untuk tempat wisata, rekreasi termasuk di dalamnya kolam 

renang, kolam pemancingan, pasar malam, pertunjukan sirkus, komedi putar, 

kereta pesiar dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 10% 

14. Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan insidental ditetapkan sebesar 15% 
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15. Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan 

tanda masuk, tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak 

mencantumkan harga tanda masuk ditetapkan sebesar 15%. 

2.3.5.3 Perhitungan Pajak Hiburan 

Besaran Pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara 

mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan 

pajak hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut: 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

                         = Tarif Pajak x Jumlah Uang yang Diterima atau yang Seharusnya 

                            Diterima oleh Penyelenggara Hiburan                                         

 
 

2.4 Pendapatan Daerah 

2.4.1 Definisi Pendapatan Daerah 

Pengertian dari pendapatan daerah adalah segala sesuatu yang menjadi hak 

daerah dan dapat diakui sebagai penambahan nilai kekayaan murni pada periode 

tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah secara luas dapat 

diartikan tidak hanya penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, yang dalam 

prakteknya dapat berbentuk bagi hasil pungut pusat atau bntuan/subsidi langsung 

kepada daerah untuk keperluan tertentu. 

2.4.2 Komponen Pendapatan Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Sumber pendapatan Daerah 

terdiri atas Pendapatn Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Berikut ini adalah 

uraiannya secara berurutan. 
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a. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari: 

- Pajak Daerah 

- Retribusi Daerah 

- Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

b. Dana Perimbangan 

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.33 Tahun 2004, pengertian dari Dana 

Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana Perimbangan terdiri atas: 

- Dana Bagi Hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan angka presentase 

yang dialokasikan kepada daerah yang mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 

- Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan 

untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 
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- Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan 

kepada daerah-daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus 

yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas sosial. 

 

2.5 Keuangan Daerah 

2.5.1 Definisi Keuangan Daerah 

Keuangan daerah menurut Mamesah yang dikutip oleh Abdul Halim 

(2007:23), yaitu: 

Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula 
segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan 
kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah 
yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan 
perundangan yang berlaku. 
 
Keuangan Daerah menurut Abdul Halim (2007:25), yaitu: “Semua hak dan 

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat 

dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD.” 

Dari definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu: 

1. “Semua hak” adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah 

seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-

lain, dan atau untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. 

Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah. 
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2. “Semua kewajiban” adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk 

membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan 

fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan 

ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah. 

Sebagaimana keuangan Negara, keuangan daerah juga memiliki ruang 

lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang 

dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 

barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang 

dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

2.5.2 Manajemen Keuangan Daerah 

Manajemen keuangan daerah menurut Abdul Halim (2007:28), yaitu: 

“Pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada 

pada suatu daerah untuk mencapai yang dikehendaki daerah tersebut”. Alat untuk 

melaksanakan manajemen keuangan daerah disebut dengan tata usaha daerah. 

2.5.3 Tata Usaha Daerah 

Menurut mamesah (1995) yang dikutip oleh Abdul Halim menerangkan: 

“Tata usaha keuangan daerah dibagi menjadi dua golongan, yaitu: tata usaha 

umum dan tata usaha keuangan” (mamesah, 1995). Tata usaha umum menyangkut 

kegiatan surat menyurat, mengagenda, mengekspedisi, menyimpan surat-surat 

penting atau mengarsipkan serta kegiatan dokumentasi lainnya. Dipihak tata usaha 

keuangan adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan 

secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar 
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tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi 

aktual di bidang keuangan. Tata usaha keuangan sering disebut akuntansi 

keuangan daerah, meskipun tidak tepat benar karena tata buku hanya merupakan 

sebagian kecil dari akuntansi. 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah Penerimaan Pajak 

Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung, 

Jalan Wastukencana No.2 Bandung. Untuk keperluan tersebut, maka penulis 

mencoba menyusun metode penelitian yang tepat digunakan sesuai dengan kajian 

yang diteliti. 

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Bandung 

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 

Bandung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan 

kerja yaitu :  

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)  

2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)  

3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEF)  

4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)  

5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD) 

Pada tahuan 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Stuktur Organisasi 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula 

membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7(tujuh) satuan unit kerja, 

yaitu:  
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1. Sub Bagian Tata Usaha 

2. Seksi Pajak  

3. Seksi Retribusi  

4. Seksi IPEDA  

5. Seksi perencanaan, Penelitian dan pembangunan;  

6. UPTD Pasar  

7. UPTD Parkir dan Terminal  

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya 

dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual 

Administrasi Pendapatan Daerah). Dengan sistem MAPENDA, petugas 

melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib 

Pajak/Wajib Retribusi door to door. Guna terdapat keseragaman struktur Dinas 

Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya 

Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun1989 

perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan 

Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir 

sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem 
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Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 

II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA 

(Manual Pendapatan Daerah). Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem 

pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara door to 

door menjadi self assesment yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor 

langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.  

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas pokok dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pendapatan yang 

merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung.  

Sedangkan fungsinya adalah : 

1. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan 

2. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan 

3. Menyelenggarakan kesekretarian. 

3.1.3 Struktur Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tanggal 07 Januari Tahun 2013, 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung terdiri 

dari : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekertaris, membawahkan: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan 
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c. Sub Bagian Program dan Anggaran 

3. Bidang Perencanaan membawahkan: 

a. Seksi Perencanaan Pajak Daerah 

b. Seksi Data dan Potensi Pajak 

c. Seksi Analisa dan Pelaporan 

4. Bidang Pajak Pendaftaran membawahkan: 

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan  

b. Seksi Verifikasi Otorisasi dan Pembukuan  

c. Seksi Penyelesaian Piutang 

5. Bidang Pajak Penetapan membawahkan: 

a. Seksi Penilaian dan Pengaduan 

b. Seksi Penetapan dan Pembukuan 

c. Seksi Penagihan 

6. Bidang Pengendalian membawahkan: 

a. Seksi Penyuluhan 

b. Seksi Pengawasan 

c. Seksi Penindakan 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

3.1.4 Visi 

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi 

harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta 

menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota 
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Bandung untuk mewujudkannya. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 

adalah : 

“Profesional dalam Pengelolaan pendapatan Prima dalam pelayanan 

menuju kota jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan 

Bersahabat)” 

Dalam pernyataan Visi tersebut terdapat kata-kata kunci, sebagai berikut : 

1. Propesionalisme yaitu suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam 

melaksanakan kewenangan tugas dan fungsi meliputi : kompetensi dalam 

arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan prilaku 

yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki 

komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap  

2. Pengelolaan Pendapatan yaitu sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 

(Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah). Menurut Undang-undang tersebut, jenis kabupaten/kota 

terdiri : (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak 

Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Pengambilan Air Bawah 

Tanah dan (g) Pajak Sewa Rumah/Kost.  

3. Prima dalam Pelayanan yaitu Pelayanan yang terbaik yang diberikan 

dalam bidang administrasi pemerintah, administrasi pembangunan dan 

administrasi umum kepada Perangkat Daerah secara akomodatif, efektif 
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dan efisien. Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan 

kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah  

3.1.5 MISI 

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi 

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah 

ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat 

mengetahui peran dan program serta mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi 

Dinas Pendapatan Daerah adalah: 

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Wajib Pajak daerah  

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  

Misi Pertama merupakan Implementasi Visi mengenai Sumber Daya yang 

Profesional yang ditetapkan Dinas Pendapatan dalam Rangka Mewujudkan 

Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien melalui Peningkatan Kualitas 

Sumber Daya Aparatur. 

Misi Kedua merupakan Implementasi Visi Pengelolaan PendapatanAsli 

Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan melalui 

tersusunnya Peraturan Normatif yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah 

serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 

Sedangkan MOTTO Dinas Pendapatan Daerah adalah “Kuingin Kau 

Tersenyum Puas” adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas 

Dinas Pendapatan Daerah, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik pada 
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setiap Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak merasakan bahwa pajak bukan lagi 

merupakan suatu beban, tetapi karena timbulnya kesadaran masyarakat melalui 

pembayaran pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya. 

3.1.6 Tujuan  

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang 

merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 

tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka 

Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya 

mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju kota yang 

BERMARTABAT sebagai berikut : 

1. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah  

2. Terwujudnya kerja sama pemerintah darah, dengan masyarakat wajiab 

pajak  

3. Terwujudnya aparat yang berih dan masyarakat yang sadar membayar 

pajak  

4. Terwujudnya kinerja ekonomis, afektif,efisien dan akuntabel  

5. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk 

penyelenggaraan pemerintah  

6. Terwujudnya penegak hukum  

7. Terwujudnya sumber daya manusia manusia yang memiliki idealisme dan 

profesional 

8. Terwujudnya administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli 

Daerah yang dijadikan tolak ukur kemandiian dalam otonomi daerah 
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Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah 

menetapkan bagaimana hal tersebut akan tercapai. Adapun cara mencapai tujuan 

dan sarana meliputi program, kegiatan kebijakan yang akan menjadi landasan 

dalam sistem operasional dan aktivitas organisasi. Adapun kebijakan tersebut 

adalah : 

1. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, secara kontinyu 

serta membuat solusi apabila ditemukan sesuatu permasalahan 

2. Pemberdayaan informasi, komunikasi dalam berbagai media seperti media 

elektronik dan media cetak 

3. Peningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat, melalui berbagai 

pendidikan 

4. Peningkatan sistem penagihan mempermudah dan mempercepat bagi 

wajib pajak dalam pembayaran, dengan memperbanyak tempat 

pembayaran dan penagihan 

5. Penegakan sanksi hukum bagi petugas dan wajib pajak yang melamggar 

peraturan perundang-undangan 

Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, Dinas Pendapatan Daerah 

menerapkan program operasional dan dilaksanakan dalam bentuk : 

1. Program penyuluhan lapangan kepada masyarakat wajib pajak Program 

menyusun dan menghitung potensi pajak Program penyusunan standar 

pengolahan data Program pendayagunaan petugas Program penyusunan 

sistem penggunaan pajak Program penyusunan sistem penagihan pajak  
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2. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia  

Sebagai oprasional dari program-program yang telah ditetapkan, Dinas 

Pendapatan Daerah melakukan organisasi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan kegiatan pendaftaan wajib pajak  

2. Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak  

3. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan wajib pajak  

4. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak  

5. Melaksanakan kegiatan atau melayani kegiatan dari wajib pajak  

6. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan  

7. Melaksanakan kegiatan dan penggalian potensi pajak  

8. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung 

dengan melalui berbagai media  

9. Melaksanakan berupa proyek Peningkatan Sumber Asli Daerah  

10. Melaksanakan kegiatan penyempurnaan sistem mekanisme kerja dan 

perubahan obyek serta subyek PBB  

11. Melaksanakan kegiatan proyek penyusunan data base PAD  

12. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan pengolahan data pajak  

13. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan administrasi dan 

klarivikasi perhitungan data pajak  

14. Melaksanakan kegiatan proyek penataan kearsipan data pajak  

15. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan organisasi Dinas 

Pendapatan Daerah  
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16. Melaksanakan kegiatan proyek penataan ruang kantor Dipenda  

17. Melaksanakan kegiatan proyek pengadaan hardware pada payment point 

PLN  

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

jenis penelitian survey atas data sekunder. Metode deskriptif merupakan metode 

yang digunakan untuk tujuan membuat deskripsi atau gambaran secara faktual, 

sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat dan hubungan antara 

fenomena yang diselidiki (Nazir, 1999). Metode deskriptif ini juga bertujuan 

untuk menggambarkan sifat/gejala dari suatu objek penelitian dan memeriksa 

sebab terjadinya gejala tersebut (Travers, 1978 seperti yang dikutip Umar, 2000). 

Metode verifikatif yang digunakan adalah pendekatan data time series yang 

digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan menggunakan teknik 

statisktik untuk kemudian ditarik simpulan. Sementara data time series atau 

disebut juga data deret waktu merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena 

tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu, misalnya dalam 

waktu mingguan, bulanan, atau tahunan (Umar, 2000; 42-43). 

 

3.3 Definisi dan Operasional Variabel 

3.3.1 Devinisi Variabel 

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan indikator dan skala dari 

variabel-variabel terkait dalam penelitian ini. Pengertian variabel menurut 

Sugiyono (2004: 21) adalah “Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu 
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yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut”. 

Menurut Nazir (1999) yang menyatakan bahwa “Variabel adalah konsep yang 

mempunyai bermacam-macam nilai”. Penelitian ini terdiri dari variabel terikat 

(Dependen) dan variabel bebas (Independen). 

1. Variabel bebas (Independen/X), yaitu: 

Variabel yang mempunyai variabel yang tidak bebas atau yang terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah “jumlah penerimaan pajak 

hiburan”. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, 

pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut 

bayaran. Tidak semua Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia menggunakan 

jenis pajak hiburan, hal ini disebabkan karena bergantung pada kewenangan 

yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengenakan atau 

tidak mengenakan suatu jenis pajak. 

2. Variabel terikat (Dependen/Y), yaitu : 

Variabel yang situasi dan kondisinya dipengarui oleh variabel lain yang 

sifatnya bebas. Variabel yang tidak bebas atau terikat dalam penelitian ini 

adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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3.3.2 Operasional Variabel 

Untuk memahami penggunaan variabel dan menentukan data apa yang 

akan diperlukan dan memudahkan dalam pengukuran variabel maka dalam 

penelitian ini diperlukan operasionalisasi variabel. 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Skala Pengukuran 

Independent: 
Penerimaan Pajak 

Hiburan 

Realisasi Penerimaan Pajak 
Hiburan  

Rasio 

Dependent: 
Pendapatan Asli 

Daerah  

Realisasi Pendapatan Asli 
Daerah  

Rasio 

 
 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan daftar 

target realisasi dan penerimaan penyetoran pajak hiburan serta laporan realisasi 

anggaran selama kurun waktu 2008-2012, APBD serta data terkait lainnya. Data 

tersebut diperoleh dari DISPENDA kota Bandung. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu 

suatu prosedur pemecahan masalah yang berusaha untuk memberikan penafsiran 

atau gambaran secara sistematik dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena, yang diiringi dengan 
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interpretasi rasional. Gambaran yang sistematis dan akurat diperoleh dengan 

mengumpulkan, mengklasifikasikan, menilai, menganalisis, dan membuat 

penegasan adalah hipotesis-hipotesis atau menarik beberapa kesimpulan secara 

objektif dari masalah yang diteliti. 

Metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk menguji kebenaran 

suatu hipotesis melalui pengumpulan data lapangan, yaitu berupa sampel data 

sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian Lapangan (Field research) 

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di 

perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan 

data primer dengan cara observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data 

dengan cara pencarian dan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

dan penelitian mengenai pendapatan asli daerah sektor pajak hiburan Kota 

Bandung. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder dengan tujuan 

untuk mendapatkan landasan teoritis yang hasilnya akan digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan analisis atas data yang diperoleh dalam penelitian 

lapangan, sehingga menghasilkan kesimpulan serta untuk memecahkan 

masalah yang ada. 
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3.6 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.6.1 Populasi Penelitian  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2008: 15) 

populasi didefinisikan sebagai “Wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan”. Sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan yaitu “Pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Bandung”, maka yang menjadi populasi sasaran dalam 

penelitian ini adalah data laporan realisasi pendapatan daerah tahunan pemerintah 

Kota Bandung sejak tahun 2008-2012. 

3.6.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik non probability sampling, menurut Sugiyono (2008) teknik tersebut 

merupakan “Teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel”. Jenis sampling yang dipilih adalah Purposive sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sesuai dengan objek 

penelitiannya, sampel penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah 

Kota Bandung 2008-2012. 

 

3.7 Rancangan Pengujian Hipotesis 

Sesuai dengan hipotesis kerja yang digunakan oleh penulis, maka hipotesis 

yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana keakuratan 
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suatu variabel terhadap variabel lainnya. Rancangan pengujian hipotesis yang 

dilakukan adalah dimulai dengan menetapkan hipotesis penelitian, dilanjutkan 

dengan uji statistik, penetapan tingkat klasifikasi dan dignifikansi, penerimaan 

atau penolakan hipotesis penelitian, dan penarikan simpulan. 

 

3.8 Penetapan Hipotesis Penelitian 

Penetapan hipotesis dalam penelitian ini, sebagaimana penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah penetapan hipotesis nol ) yang menyatakan bahwa 

koefisien determinasi tidak berarti atau tidak signifikan. Sedangkan hipotesis 

alternatif ( ) menyatakan bahwa koeifsien determinasi berarti atau signifikan. 

Jika hipotesis nol ) ditolak maka hipotesis alternatif ( ) dapat diterima. 

Hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

):   0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara besarnya jumlah 

penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

( ): : Terdapat pengaruh yang signifikan antara besarnya jumlah 

penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

3.9 Pemilihan Tes Statistik dan Pengujian Hasil Tes Statistik 

3.9.1 Metode Analisis 

a. Pemilihan test statistik dan perhitungan Nilai Test Statistik 

Peneliti menggunakan analisis statistik inferensial parametrik dengan metode 

kuadrat terkecil (least square) untuk mengalisis data kumulatif yang diperoleh 

dari penelitian. Metode ini cukup representatif dan sesuai untuk mengetahui 
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adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, yang masing-

masing adalah variabel X dan Y, atau dengan kata lain adalah analisis 

asosiatif. 

3.9.1.1 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel 

x dan y. Pengaruh ini bersifat linear dan dapat dinyatakan dalam suatu fungsi 

Y=f(x), yang lebih dijabarkan lagi dalam suatu rumusan yang lebih dengan rumus 

regresi x atas y, yaitu: 

Y = a + bX 

Keterangan : 

Y = Pajak Terutang 

X = Jumlah penerimaan pajak hiburan 

a = Jarak titik asal 0 dengan perpotongan antara sumbu tegak y dan garis fungsi 

linear atau besarnya nilai Y jika X sama dengan 0. Sering disebut Intercept 

Coefficient. 

b = Koefisien arah = Koefisien regresi, besarnya pengaruh X terhadap Y, jika X 

turun 1 unit Slope Coefficient. 

Untuk mencari a dan b digunakan rumus : 

a =  

b =  
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Keterangan : 

Y = Pendapatan Asli Daerah  

X = Jumlah penerimaan pajak hiburan 

3.9.1.2 Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi merupakan sebuah indeks yang mengukur hubungan linier 

antara sepanjang variabel. Pada penelitian ini analisis korelasi digunakan karena 

peneliti ingin mengetahui bagaimana serta seberapa kuat hubungan antara jumlah 

penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Rumus korelasi 

product moment yang akan digunakan untuk menguji hubungan antara jumlah 

penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah diformulasikan sebagai 

berikut : 

r =  

Dimana, 

r = Koefisien korelasi, 

X = Jumlah penerimaan pajak hiburan 

H = Pendapatan Asli Daerah 

n = Banyaknya sampel 

Nilai koefisien korelasi (r) berkisar antara -1,00 sampai dengan 1,00 jika 

dalam perhitungan ternyata diperoleh harga r yang lebih besar dari +1 atau lebih 

kecil dari -1, hal tersebut mengindikasikan adanya kekeliruan dalam perhitungan. 

Apabila nilai koefisien korelasi negatif berarti terdapat korelasi yang negatif atau 

hubungan yang berlawanan arah antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan 
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bila harga r positif berarti terdapat hubungan yang positif atau hubungan yang 

searah antara variabel X dengan variabel Y. 

Interpretasi harga koefisien korelasi: 

a. Apabila r=0 atau mendekati 0, maka korelasi antara kedua variabel sangat 

lemah dan tidak terdapat korelasi sama sekali. 

b. Apabila r=+1 atau mendekati 1, maka korelasi antara kedua variabel sangat 

kuat serta terjadi korelasi yang searah (jika X naik maka Y pun naik). 

c. Apabila r=-1 atau mendekati -1, maka korelasi antara kedua variabel sangat 

kuat sekali serta terjadi korelasi yang berlawanan (jika X naik maka Y turun 

atau sebaliknya). 

d. Untuk menentukan tingkat keeratan hubungan antara variabel yang sedang 

diteliti digunakan kriteria sebagai berikut 

Tabel 3.2 

Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Keeratan Hubungan 
0.00 – 0.199 Korelasi Lemah atau Tidak ada Korelasi 
0.20 – 0.399 Korelasi Rendah 
0.40 – 0.599 Korelasi Sedang 
0.60 – 0.799 Korelasi Kuat 
0.80 – 1.000 Korelasi Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono, (2009:250) 

3.9.1.3 Uji Signifikansi 

Setelah koefisien korelasi dihitung, selanjutnya akan diuji apakah nilai 

koefisien yang diperoleh signifikan (bermakna) atau tidak. Untuk melakukan 

pengujian keberartian terhadap koefisien korelasi, digunikan uji t dengan rumus 

sebagai berikut : 
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 = r x  

Dimana : 

r : Koefisien korelasi product moment 

n : Jumlah pasangan data observasi 

Dengan pertimbangan keputusan yang akan diambil sebagai hasil dari 

penemuan penelitian, uji yang dilakukan adalah uji satu pihak. Uji satu pihak 

dipilih sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa terdapat pengaruh antara 

penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. 

Kriteria penerimaan dan penolakan  ditetapkan sebagai berikut: 

Terima  jika    

Tolak  jika    

Jika  diterima, maka dapat diartikan tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara besarnya jumlah penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. Sebaliknya jika  ditolak, maka menerima hipotesa alternatif ( ) 

yaitu Terdapat pengaruh yang signifikan antara besarnya jumlah penerimaan pajak 

hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan bantuan software SPSS. 

3.9.1.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur presentase pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen, yang dihitung menggunakan 

persamaan: 

KD = x 100% 



59 

 

3.9.2 Pendapatan Tingkat Signifikansi 

Tingkat signifikansi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. 

Hal ini disebabkan karena 5% dianggap cukup ketat dalam menguji hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. Disamping itu, tingkat 

signifikansi ini umum digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial (Nazir, 

2003:460). Tingkat signifikansi 5% mempunyai arti bahwa kemungkinan besar 

dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi 

kesalahan 5%. 

3.9.3 Penarikan Simpulan 

Setelah melalui tahapan-tahapan penelitian dan pengujian di atas. Maka 

peneliti akan melakukan analisis berdasarkan hasil pengolahan dan pengujian 

tersebut. Analisis tersebut akan membahas pengaruh variabel independen dengan 

variabel dependennya. Dalam hal ini ditunjukkan dengan penolakan  atau 

penerimaan hipotesis alternatif ( ). Kemudian dari analisis tersebut akan ditarik 

simpulan dan saran-saran untuk peneliti selanjutnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian ini penulis memperoleh data mengenai pajak hiburan 

beserta sumber-sumber pendapatan asli daerah, serta besarnya pajak hiburan serta 

perannya terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan (DISPENDA) 

Kota Bandung. 

4.1.1 Kebijakan Pajak Hiburan Kota Bandung 

Pada Peraturan Daerah No 08 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. 

Peraturan Daerah tersebut merupakan penjabaran dan pengembangan dari 

ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah, Pemerintah Kota/Kabupaten yang diberikan peluang untuk ekstensifikasi 

pemungutan Pajak Daerah. 

Pengembangan peluang ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dalam 

Peraturan pemerintah ini, selain dimaksudkan dalam rangka upaya 

penyempurnaan sistem perpajakan daerah, peningkatan pelayanan, peningkatan 

peran serta masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah, serta untuk 

melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

perubahan Undang-undang 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk lebih meningkatkan kualitas 

pelayanan dan kenyamanan konsumen, maka Peraturan Daerah ini mengatur 
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antara lain penetapan tarif pajak dengan cara mengalihkan besarnya tarif pajak 

dengan jumlah pembayaran kepada tempat hiburan, serta subjek dan objek pajak 

hiburan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam penyelenggaraan 

pemungutan pajak daerah. 

4.1.2 Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Hiburan 

A. Pendaftaran dan Pendataan 

1. Kegiatan Pendaftaran dengan cara bayar sendiri (Self Assesment) terdiri 

dari : 

a. Menyiapkan Formulir Pendaftaran 

b. Menyerahkan Formulir Pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat 

dalam Formulir Pendaftaran 

c. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran yang 

telah diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi kuasa : 

1. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar 

Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan 

selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib 

Pajak per golongan, serta dibuatkan Kartu Nomor Pokok Wajib 

Pajak Daerah (NPWP); 

2. Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya, 

maka akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi.  

d. Formulir/Kartu dan Daftar yang dipergunakan adalah : 

1. Formulir terdiri atas : 

a. Formulir Pendaftaran 
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b. Kartu NPWP 

2. Daftar terdiri dari : 

a. Daftar Formulir Pendaftaran  

b. Daftar Induk Wajib Pajak 

c. Daftar Wajib Pajak per Golongan  

2. Kegiatan Pendataan dengan cara dibayar sendiri (Self Assesment) untuk 

Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP terdiri dari : 

a. Menyerahkan dan Formulir Pendataan (SPTPD) 

b. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTPD) 

yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa : 

1. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar 

(SPTPD) diberikan tanda dan tanggal penerimaan; 

2. Apabila belum lengkap, SPTPD dikembangkan kepada Wajib Pajak 

untuk melengkapi. 

c. Mencatat Data Pajak Daerah dalam kartu Data dan ke dalam Daftar 

SPTPD Wajib Pajak Self Assesment; 

d. Formulir dan Daftar yang dipergunakan adalah : 

1. formulir terdiri dari : 

a. Formulir SPTPD 

b. Kartu Data  

2. Daftar terdiri atas : 

a. Daftar SPTPD 

b.Daftar SPTPD Wajib Pajak Self Assesment 
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B. Perhitungan dan Penetapan 

1. Berdasarkan SPTPD, Bupati menetapkan Pajak terutang dengan 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 

2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

3. Dalam jangga waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila pemeriksaan atau 

keterangan lain, pajak terutang atau kurang bayar. 

4. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila ditemukan data baru 

dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan 

penambahan pajak yang terutang. 

5. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 

terutangnya pajak, bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) apabila jumlah pajak 

yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 

tidak terutang sama besarnya dengan  jumlah kredit pajak atau pajak 

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

6. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran kepada tempat 

hiburan. 
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7. Besarnya Pajak dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan 

dasar pengenaan pajak 

C. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 

1. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 

ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam 

SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD. 

2. Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, 

hasil penerimaan Pajak harus disetor ke kas Daerah paling lambat 

1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh kepala daerah. 

3. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

4. Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak 

SKPD, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan 

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 

bertambah. 

5. Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan 

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. 

6. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan 

penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Bupati. 
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7. Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 

pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja saat 

jatuh tempo pembayaran. 

8.  Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi 

pajak terutang. 

9. Apabila jumlah pajak yang belum dibayar atau tidak dilunasi dalam 

jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan atau 

surat lain yang sejenis akan ditagih dengan surat paksa. 

10. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 

(tujuh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan surat paksaan, Bupati 

atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah 

melaksanakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan. 

11. Jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya 

sebagaimana mestinya, dilakukan penyitaan dan pelelangan barang 

milik wajib pajak. 

12. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi 

hutang pajaknya, maka lewat 10( sepuluh) hari kerja tanggal 

pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permintaan penetapan 

tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. 
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13. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan 

tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera 

secara tertulis kepada wajib pajak. 

D. Kadaluarsa 

1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui 

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terhutangnya 

pajak, kecuali apabila Wajib Pajak (WP) melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakan daerah. 

2. Kadaluarsa penagiihan pajak hiburan dapat ditangguhkan, apabila: 

a. Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, 

atau; 

b. Ada pengakuan utangg pajak dari Wajib Pajak baik langsung 

maupun tidak langsung. 

4.1.3 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil 

pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan perusahaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Kota Bandung salah 

satunya adalah demi terwujudnya administrasi, monitoringm dan evaluasi 

Pendapatan Asli Daerah yang dijadikan tolak ukur kemandirian dalam 

melaksanakan otonomi daerah. 
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Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu diadakan pengukuran 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Ada beberapa indikator yang bisa 

digunakan untuk menilai Pajak dan retribusi Daerah, yaitu : 

• Hasil (Yield) 

Memadai tidaknya hasil suatu Pajak/Retribusi dalam kaitannya dengan 

berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya 

memperkirakan besarnya hasil Pajak/Retribusi tersebut; perbandingan 

hasil Pajak/Retribusi dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil 

Pajak/Retribusi terhadap inflasi, pertambahan penduduk, pertambahan 

pendapatan dan sebagainya 

• Keadilan (Equity) 

Dalam hal ini dasar Pajak/Retribusi dan kewajiban membayarnya harus 

jelas dan tidak sewenang-wenang; Pajak harus adil secara horizontal, 

artinya beban pajak/Retribusi harus sama antara berbagai kelompok yang 

berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; adil secara vertikal 

artinya beban Pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang 

memiliki sumber daya yang lebih besar; dan Pajak haruslah adil dari suatu 

daerah ke daerah lain, kecuali memang suatu daerah mampu memberikan 

fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi. 

• Efisiensi Ekonomi 

Pajak/Retribusi Daerah hendaknya mendorong atau setidak-tidaknya 

menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam 

kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan 
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pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau 

menabung; dan memperkecil “beban lebih” Pajak/Retribusi. 

• Kemampuan melaksanakan (Ability to Implement) 

Dalam hal ini suatu Pajak/Retribusi haruslah dapat dilaksanakan, baik dari 

aspek politik maupun administratif. 

• Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (Suitability as Local 

Revenue Source) 

Hal ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu Pajak harus 

dibayarkan, dan tempat memungut Pajak sedapat munkin sama dengan 

tempat akhir Pajak; Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara 

memindahkan objek Pajak dari sutau daerah ke daerah lain; Pajak daerah 

hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah dari 

segi potensi ekonomi masing-masing; dan Pajak hendaknya tidak 

menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha Pajak 

Daerah. 

 Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau 

kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya 

semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan 

daerah kepada pusat. Menurut Santoso (1995:20), bahwa Proporsi Pendapatan 

Asli Daerah terhadap total penerimaan merupakan insikasi “derajat kemandirian: 

keuangan suatu Pemerintahan Daerah. 
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 Berikut ini disajikan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari tahun 

2008 sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 
Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 

Tahun 2008 sampai 2012 

Jenis 
Pajak 

2008 
(Rp) 

2009 
(Rp) 

2010 
(Rp) 

2011 
(Rp) 

2012 
(Rp) 

Hotel 64.302.218.863 72.439.550.886 87.611.335.427 110.865.807.790 142.766.250.847 
Restoran 56.622.686.965 66.130.364.050 73.573.789.261 85.192.607.158 98.040.550.470 
 Hiburan 20.181.782.568 45.216.872.298 26.747.603.927 31.019.515.619 33.856.025.207 
Reklame 19.799.009.478 32.445.842.669 11.616.090.321 15.315.316.254 18.512.330.978 
Penerangan 
Jalan 50.263.640.386 64.569.640.161 96.946.622.459 108.779.806.117 118.649.903.427 

Parkir 5.254.557.658 4.961.668.627 5.883.398.588 5.897.885.990 19.797.707.448 
Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan 
Bangunan 

- - - 306.250.907.376 385.391.791.475 

Air Bawah Tanah - - - 2.532.813.956 3.470.263.544 
Total Pajak Daerah 216.423.895.918 285.763.938.691 302.378.839.983 665.854.660.260 820.484.823.396 

Sumber  : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 

Adapun komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung yang terdiri dari : 

1. Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah iuran 

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan atau badan kepada daerah tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Pajak Daerah 

juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001. 

2.  Retribusi Daerah 

Menurut ketentuan Undang-undang No.28 Tahun 2009, Retribusi Daerah 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian ijin tertentu 

yang bersifat khusus, disediakan dan/atau yang diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
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3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Menurut Ketentuan Undang-undang No.33 Tahun 2004, Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan daerah diluar pajak, 

retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek 

pendapatannya yang mencakup : 

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah 

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah  

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan mikin swasta  

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kota Bandung yang 

dikelola Dinas Pendapatan Kota Bandung terdiri dari : 

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik Daerah yaitu : 

PD Apotek Silih Asih, PD BPR / BKPD / LPK dan PDAM. 

b. Bagian laba atas penyertaan Modal PT. BANK JABAR 

Berikut ini tabel Pencapaian Pajak Hiburan berdasarkan target tahunan 

yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung untuk lima tahun dari 

tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung 

Tahun 2008 sampai 2012 
Tahun Target(Rp) Realisasi(Rp) Pencapaian(%) 
2008 15.580.532.190 20.181.782.568 129,53 
2009 23.134.992.974 45.216.872.298 195,45 
2010  25.000.000.000 26.747.603.927 106,99 
2011 28.000.000.000 31.019.515.619 110,78 
2012 33.000.000.000 33.856.025.207 102,59 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 
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Setelah dilihat dari tabel 4.2 di atas maka terlihat dimana realisasi Pajak 

Hiburan pada lima tahun tersebut rata-rata melebihi dari target yang ada. Tahun 

pencapaian persentase yang paling besar teradapat pada tahun 2009 sebesar 

195,45%.  

 

4.2 Analisis Verifikatif 

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa analisis 

verifikatif bertujuan untuk menguatkan hipotesis penelitian. Dimana terdapat 

pengaruh yang signifikan antara besarnya jumlah penerimaan pajak hiburan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan kepada perkembangan Kota 

Bandung dan terbukanya akses dari Kota Jakarta melalui pembukaan tol 

Cipularang, memberikan dampak kepada tumbuh suburnya tempat-tempat hiburan 

dan rekreasi di sekitar Kota Bandung. Salah satunya adalah Bandung Convention 

Center dengan taraf internasional yang di kelilingi jalan tol dan memudahkan 

masyarakat atau wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Dengan demikin 

maka penerimaan pajak di sektor hiburan akan lebih meningkat dan memiliki 

pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Untuk menguatkan 

hipotesis tersebut penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data time 

series, maka analisis statistik yang akan dilakukan sesuai dengan urutan waktu, 

yaitu penerimaan pajak hiburan dan pendapatan asli daerah mulai dari tahun 2008 

sampai dengan 2012. Berikut ini hasil perhitungan yang akan disampaikan. 
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4.2.1 Analisis Tahun 2008 – 2012 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan software SPSS For Windows, 

diperoleh keterangan seperti yang tertera dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan Korelasi Pajak Hiburan dengan PAD Tahun 2008 – 2012 

Model Summary 
Model 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 
R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

 

1 ,969a ,938 ,918 7,93728E10 ,938 45,525 1 3 ,007 
a. Predictors: (Constant), TotalPH 

 

Merujuk kepada tabel tersebut, maka diperoleh informasi bahwa nilai R pada 

kolom kedua dan baris kedua adalah sebesar 0,969 satuan, maka nilai ini lebih 

besar daripada nilai Rtabel

Tabel 4.4 

 dengan n = dk – 2 = 10 pada taraf nyata 5%, atau 0,969 

> 0,632. Sehingga diperoleh nilai koefisien determinasi (DK) sebesar 93,8%. 

Penetapan Koefisien Konstan Untuk a dan b Tahun 2008 – 2012 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -6,178E11 1,791E11  -3,450 ,041 

TotalPH 44,314 6,568 ,969 6,747 ,007 
a. Dependent Variable: TotalPAD 

 

Berdasarkan tabel tersebut, koefisien konstan untuk a pada kolom kedua dan 

baris kedua adalah -6,178E11 satuan dan untuk b pada kolom keempat dan baris 

ketiga adalah 0,969 satuan. Sehingga persamaan strukturnya menjadi Y = -

6,178E11 + 0,969X. Kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) 

tertera pada kolom kelima dan baris ketiga, yaitu sebesar 6,747 satuan. Dengan 



73 

 

demikian nilai thitung lebih besar daripada ttabel pada dk = n – 1 = 11 dengan taraf 

nyata 5% untuk uji dua pihak atau 6,747 > 2,201. Dengan demikian variabel X 

(Pajak Hiburan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (PAD), hal ini 

ditunjukkan oleh keterangan tabel pada kolom kelima dan baris ketiga, yaitu 

sebesar 0,007. Yang mengindikasikan Ha diterima dan Ho

 

 ditolak, karena nilai 

signifikansi lebih kecil daripada nilai α atau 0,007 < 0,05. 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis bada sub paragraf sebelumnya, maka dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Pada analisis secara keseluruhan dari tahun 2008 

sampai dengan 2012, bahwa besarnya hubungan pajak hiburan (X) dengan 

pendapatan asli daerah (Y) yang dihitung dengan koefisien korelasi Pearson 

Product Moment adalah 0,969 yang tergolong ke dalam kategori korelasi sangat 

kuat karena berada pada rentang 0,80 – 1,000. Artinya menunjukkan adanya 

hubungan yang sangat kuat antara pajak hiburan dengan pendapatan asli daerah. 

Kekuatan hubungan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 93,8%. 

Maknanya bahwa sumbangan 93,8% variabel pendapatan asli daerah ini 

dijelaskan oleh variabel pajak hiburan, dan sisanya sebasar 6,2% ditentukan oleh 

variabel lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini. Besarnya kontribusi 

variabel pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 6,747 atau 

45,52% yang berarti bahwa penerimaan pajak hiburan berpengaruh secara 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung dari tahun 2008 sampai 

dengan 2012. 
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Besarnya penerimaan pajak hiburan adalah fluktuatif, karena dipengaruhi 

oleh banyaknya kegiatan hiburan pada tahun tersebut. Oleh karena itu pajak 

hiburan ini sifatnya tidak tetap. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa 

berpedoman kepada data yang diterima dari pihak Dinas Perpajakan Kota 

Bandung untuk pajak hiburan tahun 2010 tidak mencapai target yang ditetapkan, 

sedangkan untuk tahun 2012 data target penerimaan pajak hiburan tidak 

disertakan. Walaupun demikian pada tahun 2010, penerimaan pajak hiburan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini 

disinyalir bahwa besaran penerimaan pajak hiburan pada tahun 2010 mempunyai 

kekuatan di atas rata-rata daripada unsur penerimaan pajak yang lain. Hal ini 

berbeda dengan penerimaan pajak hiburan pada tahun 2009 dan 2011, walaupun 

melebihi target yang ditetapkan, namun tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah. Dan ini berbanding terbalik dengan kasus pada 

tahun 2010, artinya pada tahun 2009 dan 2011 penerimaan pajak hiburan berada 

di bawah rata-rata dari unsur penerimaan pajak lain. Tetapi secara keseluruhan 

dari tahun 2008 sampai dengan 2012, penerimaan pajak dari sektor hiburan 

berpengaruh signifikan, bahkan hubungannya sangat kuat. 

Berdasarkan kepada perkembangan Kota Bandung dan terbukanya akses dari 

Kota Jakarta melalui pembukaan tol Cipularang, memberikan dampak kepada 

tumbuh suburnya tempat-tempat hiburan dan rekreasi di sekitar Kota Bandung. 

Dan hal ini tentunya berdampak pula pada penerimaan pajak pada sektor hiburan 

dan berimbas juga kepada pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hotel, artinya 

bahwa penerimaan pajak dari sektor ini sejatinya menjadi lebih meningkat dari 
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tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin bisa jadi mempunyai kekuatan di atas 

rata-rata dari sektor penerimaan pajak yang lain, mengingat pajak yang dikenakan 

atas hiburan bisa mencapai 35%. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan kepada hasil analisis pada bab terdahulu, maka penulis mencoba 

menarik simpulan bahwa pada tahun 2008 – 2012 pajak hiburan mempunyai 

hubungan yang sangat kuat terhadap pendapatan asli daerah, kekuatanya sebesar 

93,8%. Besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah 

45,52% mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan. 

 

5.2 Saran 

Merujuk kepada hasil analisis dan temuan di lapangan, maka penulis ingin 

mengajukan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan renungan 

pihak-pihak terkait, sebagai berikut: 

1. Kepada pihak yang berwenang hendaknya merefleksi dan mengevaluasi 

terhadap penerimaan pajak dari sektor hiburan, karena sektor ini mengalami 

peningkatan yang pesat beberapa tahun terakhir ini. 

2. Kepada pemerintah daerah hendaknya memperhatikan akses-akses yang 

menunjang program tahun wisata dan seni Kota Bandung, yang mempunyai 

implikasi terhadap penerimaan pajak khususnya dari sektor hiburan dan 

umumnya dari sektor restoran, parkir, dan hotel. 

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan mengadakan penelitian dari variabel-

variabel yang lain yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah. 


